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KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 


NOMOR: 005/ MNU-30/11/1999 


TENTANG 


BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAOTIYYAH 


REI PSN M1 ag 


MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang 


Memperhatikan: 


Mengingat 


. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai 


aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong 
perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-nilai dan 
pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya 
sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa 
memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif. 


. Muktamar Nahdlatul Ulama mencermati sepenuhnya 


untuk memperhatikan segala perkembangan yang 
terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah 
agama. Sosial-ekonomi, budaya dan lainnya: 


. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung 


dalam muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Ponpes 
Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri. 


. Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan 


Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 
1420H/21 Nopember 1999 M. 


. Khutbah Iftitah Rais Aam PB Nahdlatul Ulama pada 


pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 
13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999 M., 


. Laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masail 


Ad-Diniyah Al-Wagi'i”yah Muktamar XXX NU tanggal 17 
Sya'ban 1420H/25 Nopember 1999 M.: 


. Keputusan Muktamar XXX Nomor 001/MNU-30/11/1999 


tentang Peraturan Tata-tertib Muktamar XXX Nahdlatul 
Ulama: 


. Keputusan Muktamar XXX Nomor 003/MNU-30/11/1999 


tentang Keorganisasian Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 


Dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa 


Ta'ala: 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan 


Pertama”: Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Bahtsul 
Masail Ad-Diniyah Al-Wagi'iyyah seperti tersebut dalam 
lampiran keputusan ini: 

Kedua 3 Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
periode 1999-2004 dan segenap perangkatnya dan jajarannya 
untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar 
dalam rangka pemasyarakatan dan pelaksanaan keputusan- 


keputusan tersebut. 
Ditetapkan di: Kediri 


Pada tanggal: 17 Sya'ban — 1420H 
26 Nopember 1999 M 


MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX 
PIMPINAN SIDANG PLENO X 


ttd ttd 


KH M. Irfan ZidnyMA Prof. DR. KH. Said Agil Husin Almunawwar, MA 
Ketua Sekretaris 
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420. Penetapan Awal/Akhir Bulan Dengan Rukyat 


Internasional 

A. Diskripsi Masalah 

Visibilitas hilal yang terjadi dengan melihat hilal memperbantukan indera 
mata (ru'yah al-hilal) merupakan pilihan utama dalam pemikiran jumhur 
Jugaha bila akan menetapkan awal /akhir bulan Oamariyah. Cara lain bila 
mengalami kegagalan adalah dengan metode istikmal. Hisab astronomi 
(perhitungan falakiyyah) ditempatkan sebagai pendukung, guna 
memperkirakan waktu konjungsi (al-ijtima') dan kadar ketinggian hilal 
di atas ufuk. Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya 
peta mathla' secara lokal (pernegara). Penetapan mathla' hanya berlaku 
lokal negara setempat bisa dipahami dari perintah Rasulullah Saw. 
kepada pejabat Amir kota Mekkah saat beliau menunaikan ibadah 
haji. (HR. Abu Dawud dari Husein bin al-Haris al-Jadaliy). 

Masyarakat akhir-akhir ini sering dikacaukan oleh seruan berhari 
raya Idul Fitri berpedoman pada hari raya Idul Fitri di Saudi Arabia. 
Baru-baru ini yayasan Al-Ihtikam merayakan hari raya Idul Adha juga 
mengikuti Idul Adha di Saudi Arabia. Kedua cara tersebut bermaksud 
melegalisir ru yah al-hilal negara Saudi Arabia sebagai rukyat internasional. 
B. Pertimbangan Hukum 
1. Lokasi kepulauan Indonesia juga berbeda mathla'nya dengan Saudi 

Arabia. 

2. Ru'ya h al-hilal yang gagal terjadi di seluruh Indonesia, bisa saja 
berhasil dilakukan di negara lain, termasuk Saudi Arabia karena 
saat terbenam matahari selisih 4 (empat) jam lebih belakang dibanding 
waktu standar Indonesia. 

3. Kriteria imkan al-ru'yah hasil kesepakatan MABIMS adalah: 

a. Ketinggian hilal dua derajat, 

b. Umur bulan minimal delapan jam saat konjungsi. 

4. Ibn Abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar juz II, hlm. 393 dalam 
substansi uraiannya menempatkan mathla' negara setempat sebagai 
acuan pokok penetapan awal/akhir bulan Oamariyah, utamanya 
bulan Dzul hijjah. 

C. Pertanyaan | 
Bagaimana hukum menetapkan awal bulan Oamariyah khususnya 

Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah berdasarkan ru'yah al-hilal internasional 

untuk pedoman beribadah di Indonesia? 
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D. Jawaban 

Umat Islam Indonesia maupun Perserintah Republik Indonesia 
tidak dibenarkan mengikuti rukyah al-hilal internasional karena tidak 
berada dalam kesatuan hukum (al-balad al-wahid). 
Keterangan, dari kitab: 
1. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari? 


SE SIN Le on Ad ah de ng afi GI aa ye 

Sa Aa II A3 SY AN Gets Uas BEI NE TN 
Has JII GE ee aan Je Sen sere Pa 
Y Opi IA S5 KAN Kah SE Sa nat Jl JB meja K6 
SESI PUN ate SE SSI SUN 3 2 al AD JAN GA, La 


SI 33 BESI) Ma AK A15 3 IN SY ca MAN GG 

Yang kedua (dari khilafiyah tentang ru'yah al-hilal) yaitu pembanding 
pendapat pertama, bila hilal terlihat di suatu daerah, maka seluruh 
penduduknya (harus mulai berpuasa). Pendapat ini masyhur di kalangan 
ulama Maliki. Namun Imam Ibn Abdil Barr meriwayatkan ijma' ulama 
yang berbeda denganya. Ia berkata: “Ulama sepakat, bahwa terlihatnya 
hilal itu tidak dapat dijadikan pedoman bagi daerah yang jauh (dari 
tempat terlihatnya hilal tersebut). 

Al-Ourthubi berkata: “Guru-guruku berkata: “Ketika ru'yah al-iilal tampak 
secara pasti di suatu tempat, lalu hal itu diberitakan kepada penduduk 
selain daerah tersebut dengan kesaksian dua orang saksi, maka mereka 
wajib berpuasa.” Sementara Ibn al-Majisyun berkata: “Mereka tidak wajib 
berpuasa karena kesaksian itu kecuali bagi penduduk daerah yang di sana 
syahadah itu berlaku, kecuali hilal itu telah tetap menurut pemimpin tertinggi 
negara, maka mereka semua wajib berpuasa. Sebab, bagi pemimpin tertinggi 
negara beberapa daerah itu hukumnya seperti satu daerah. Sebab keputusan 
hukumnya berlaku dalam semua daerah kekuasaannya.” 


421. Doa Bersama Antar Umat Beragama 
A. Diskripsi Masalah 
Adanya krisis (moneter, kepercayaan, keimanan) yang melanda 


1 Ibn Hajar al-Asgalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 
Jilid I, h. 619. 
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bangsa Indonesia dewasa ini, menuntut bangsa Indonesia untuk 
meningkatkan persatuan dan kesatuan. Di antara usaha-usaha yang 
dilakukan adalah mengadakan doa bersama antar berbagai umat 
beragama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha). 
B. Pertanyaan ! 
a. Bagaimana hukum doa bersama antar berbagai umat beragama 
yang sering dilakukan di Indonesia? 
b. Mohon dijelaskan batas-batas kerjasama antar umat beragama yang 
diperbolehkan oleh syari'at agama Islam? 
C. Jawaban 
a. Tidak boleh, kecuali cara dan isinya tidak bertentangan dengan 
syari at Islam. 
D. Dasar Pengambilan Hukum 
1. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab? 
SEN 2 er KKN 
Dan wajib bagi kita (muslimin) mencegah non muslim menampakkan 
kemungkaran di hadapan kita, seperti memperdengarkan ucapan mereka 
kepada kita: “Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan.” 
2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab? 
J0 EN SA IE Bayan HE YAI 3 TE UE EN 
Dan tidak boleh mengamini doa non muslim karena doanya tidak 
diterima sesuai dengan firman Allah Swt.: “Dan doa (ibadah) orang-orang 
kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.” (OS. al-Ra'du: 14) 
3. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatibt 
AS GEN KSAU cah, Ja Ka gi GS Sa 2) Ap 
A3 TI ai aa Ab IE 0 Ha AAN 
Ungkapan Syaikh Muhammad al-Syirbini al-Khatib: (“Haram mengasihi 
dengan non muslim.”), maksudnya menyukai, dan simpati dengan hati. 


2 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t th.) Jilid V, h. 226. 

3 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t th.), Jilid III, h. 119. | 

4 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami "ala al-Khatib, 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Jilid IV, h. 245. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 559 


Adapun pergaulan lahiriah, maka hukumnya makruh. ... Sedangkan 
bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka, 
maka tidak haram. 

4. Mughmi al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaf? 


Una 4 185 pal Al Jia Oya HE Gp NI Jl EN) 
Rar Arah NN S5 Deals TS Ip Menyaiakan JK JUAN 3 a15, 
mAh Ae V3 USA 8 UG) ASI AL Ia HE Yg AN al (0 S5) 


Site 1g JA SI Isa At LN Kao 3S SA 
JIN HSE 22m AAS Saad Sei TT VE ISIS Ce tni 
Ming dpi AE PEN 63 SIG IG 163 ak Si 434 S3 Teo 

MEN HA ES ES IE JT 


(Dan non muslim dzimmi -yang dijamin keamanannya oleh pemerintah 
Islam- tidak dilarang mengikuti istisga” -permintaan hujan-), sebab 
mereka berhak mencari rezeki, sedangkan anugerah Allah Swt. sangat 
luas. Terkadang Allah Swt. mengabulkan harapan mereka dalam rangka 
istidraj (melalaikan) dan membuat mereka tamak pada dunia. Allah Swt. 
berfirman: “Nanti Kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur (ke 
arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui." IOS. al-A'raf: 182/al- 
Oalam: 44). 


(Dan mereka tidak boleh berkumpul), yakni non muslim dzimmi dan 
selainnya (dengan kita muslimin) di tempat shalat istisga” kita, dan tidak 
pula saat pergi -menuju tempat istisga'-. Maksudnya hal itu makruh, dan 
mereka harus dibedakan dari kita umat Islam di suatu tempat. Sebab, 
mereka adalah musuh-musuh Allah Swt., karena terkadang mereka 
akan tertimpa suatu adzab dengan sebab kekufurannya, maka adzab itu 
akan mengenai kita pula. Allah Swt. Berfirman: “Dan takutlah pada siksaan 
yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu.” 
(OS. al-Anfal: 25). Tidak boleh mengamini doa mereka sebagaimana 
pendapat al-Rauyani, karena doa mereka tidak akan diterima. Sebagian 
ulama ada yang berpendapat, bahwa doa mereka bisa saja dikabulkan 
sebagaimana dikabulkannya doa Iblis agar ditundak kematiannya. 


5 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 323. 
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5. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzabs 
au KUSEN AA GTA 3 Al ala 3 Ye) 
Jk 29 Peer Cr Ia Gea sa Y3 Sreliik Kls MS Ga Oaktaa 


HAL Avi ah AK 35 GAN 
(Sub Masalah) tentang berbagai mazhab ulama perihal non muslim 
ikut keluar untuk istisga'. Telah kami paparkan, bahwa mazhab kami - 
Syafi'iyah- menyatakan mereka dilarang keluar bercampur dengan orang- 
orang Islam dan mereka tidak dilarang dari keluar dengan mebedakan 
diri dari orang-orang Islam. Dengan ini al-Zuhri, Ibn al-Mubarak dan 
Abu Hanifah berpendapat. Dan Makhul berkata: “Tidak mengapa mereka 
keluar (ikut istisga”). 
6. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab? 


Ia Lp JAR NA da Mat HN, Haa, pan, di Ah id 


Ia Lea 5 MY An IR as 


Dan dimakruhkan non muslim ikut TKA One istitsga', sh ngn 
mereka adalah musuh-musuh Allah Swt., maka tidak boleh menjadikan 
mereka sebagai media tawasul kepada Allah Swt. Jika mereka hadir dan 
membedakan diri ari umat Islam, maka mereka tidak boleh dilarang. 
Sebab, mereka datang untuk mencari rezeki. 


7. Futuhat al-Wahhab bi Tandan Fath al-Wahhab? 
SEA pa Ela Tol dani F3 ISI HIS sop Ang 
Dan suatu pendapat menyatakan boleh mengamini doa non muslim, 
bahkan sunnah jika misalnya ia berdoa agar dirinya mendapat hidayah 
dan agar kita mendapat pertolongan. 


Jawaban 

b. Batas-batas kerjasama antar umat beragama yang diperbolehkan oleh 
syari'ah Islam yaitu sepanjang kerjasama itu menyangkut urusan duniawi 
yang ada manfaatnya bagi umat Islam seperti perdagangan dan pergaulan 
yang positif. 


6 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. 
th.) Jilid V, h. 72. 

7. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Ae Maju, Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t 
th.), Jilid V, h. 66. 

8 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al- 
Tyjjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 119. 
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Dasar Pengambilan Hukum 
1. Murah Labid li Kasyf Ma'ani al-Gur'an al-Majid? 
aa as NI PU GI Jaa BEAN) 1 
Yang kedua, bergaul dengan baik di dunya s secara lahiriah (saja). Dan 
hal itu tidak terlarang. 
2. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib!0 


APN AA) ui ola jl, 5 (BN Sa 23 Us 


A3 Kara Aa ai ia An IA Z pl era PA 
Ungkapan Syaikh Muhammad al-Syirbini al-Khatib: (“Haram mengasihi 
dengan non muslim.”), maksudnya menyukai, dan simpati dengan hati. 
Adapun pergaulan lahiriah, maka hukumnya makruh. ... Sedangkan 
bergaul untuk menolak Pena atau mengambil keuntungan dari mereka, 
maka tidak haram. 


422. Wali Hakim Dalam Pernikahan 


A. Diskripsi Masalah 

Mengikuti perkembangan kondisi politik di tanah air pasca Pemilu 
1999 ini, kiranya perlu segera ada sikap dan konsep yang jelas dari PBNU, 
mengenai masalah yang sangat prinsip bagi kaum muslimin, yaitu 
masalah “wali hakim” dalam pernikahan, apabila Presiden RI dijabat 
oleh seorang perempuan. 

Dalam hal ini NU telah menetapkan sejak Bung Karno, bahwa 
presiden RI adalah wali al-amri al-dharuri bi al-syaukah agar mengesahkan 
pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim. 

B. Pertanyaan 

a. Apakah wali hakim dalam pernikahan berada di tangan Presiden 
atau Menteri Agama saja? 

b. Bila di tangan Presiden, apakah wanita sah menjadi wali hakim? 

C. Jawaban 

a. Wilayah Hakim dalam pernikahan berada di tangan Presiden dan 
aparat yang ditunjuk Presiden. | 


9? Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Futuhat Murah Labid li Kasyf Ma'ani al-Jur'an 
al-Majid, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), Juz I, h. 94. 

10 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami " ala al-Khatib, 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Jilid IV, h. 245. 
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D. Dasar Pengambilan Hukum 
1. - Al-Mughni/al-Syarh al-Kabir!l 


PER (ie Kei mai KN, ola Si SA JI 05 Ole SY 


# 


Ii aa JG SN Asah KA Sa El SU Je dn Lalat 


sa 2 2 UN PAK AN d3 5 35 susan SA 
Oa Nee 


Kami tidak mengetahui khilaf di antara ahli ilmu tentang bahwa sulhtan 
mempunyai wilayah (hak menjadi wali) untuk menikahkan seorang wanita 
ketika tidak ada walinya, atau ketika mereka enggan menikahkannya. Dan 
dengan itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishag, Abu “Ubaid dan Ashhab al- 
Ra'yi berpendapat. Dalitnya adalah sabda Nabi Saw.: “Maka Sulthan adalah 
wali bagi wanita tang tidak ada walinya.” ... Sulthan dalam hal ini yaitu penguasa 
tertinggi negara, hakim atau orang yang mereka berdua beri mandat 
menagani urusan tersebut. 


2. Panah al-Thalibin?? 
Ia S JEANS II... 3 JI AE SI, 3 SU 05354) 
KN AN Iplh ARE SE 3 san SB Uti EL, IE 
(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Yang dimaksud.”), yakni 
sulthan adalah orang yang memiliki kekuasaan, baik umum atau khusus 
.. Sungguh yang dimaksud dengan sulthan adalah semua orang yang 
mempunyai kekuasaan dan hak perwalian bagi wanita, baik secara umum 
seperti penguasa tertinggi negara, atau secara khusus seperti hakim dan 
orang yang dijadikan wali untuk pelaksanaan akad nikah. : 
3. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Oarib'3 
kana akad VA j3 NI ata JA AAS 2S 3 IS UE 2 A3 
Lalu hakim, baik yang umum atau yang khusus, seperti gadhi (pengulu), 
orang yang dijadikan wali untuk pelaksanaan akad pernikahan atau untuk 


akad ini secara khusus. 


1 Ibn Oudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VII, h. 13. 

12 Muhammad Syaththa al-Dirnyati, Panah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al- 
'Arabiyah, t. th) Jilid III, h. 314. 

13 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-(Jarib, (Singapura: Sulaiman Mari, t. 
th.), Jilid II, h. 106. 
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Jawaban 
b. Sah karena kelembagaan Presiden sebagai wilayah 'ammah. 


Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al- Tajrid li Naf al-'Abid4 

As SS AN 3G as IS padat tas Ya) 
si 


jug peduas aah 5 loe Lae wi 
kait kana SULAM SIS Aas 


(Pernyataan Syaikh Zakari al-Anshari: “Wanita tidak boleh melakukan 
akad nikah.”), maksudnya adalah ia tidak mempunyai wewenang 
melakukan akad nikah. Yang dimaksud dengan akad adalah salah satu 
unsurnya, yaitu ijab atau gabul. Al-Halabi berpendapat: “Kecuali jika ia 
memegang jabatan tertinggi negara, maka ia boleh menikahkan wanita 
selain dirinya, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti sulthan 
tidak boleh mengakadi untuk dirinya sendiri. 


2. Hasytyah al-Bajuri 'ala Fath al-Jarib!s 
TA GA GA A5 VI 1 Sp paman 


2-5 


SAS dk Ate 3S EN FAT Fl ud 5 (R3 ki aa Y3 
ai Se 1233 2RE5 (SEN KS 3 pall 3s DS 5 AN KA 
z AG NU nge 


(Ungkapan Syaikh Ibn Oasim al-Ghazi: “Dan tidak boleh menikahkan 
selain dirinya.”), yakni dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan 
perempuan lain, tidak dengan hak perwalian atau perwakilan, karena 
hadits: “Perempuan tidak boleh mengawinkan wanita lain, dan tidak boleh pula 

mengawinkan dirinya sendiri.” ... Memang begitu, namun bila seorang 

perempuan menjabat sebagai pimpinan tertinggi Negara, semoga Allah 
Swt. melindungi kita darinya, maka keputusan hukum-hukumnya berlaku, 
seperti pendapat 'Izzuddin bin Abdissalam dan selainnya. Dan giyasnya 
yaitu sah ia menikahkan perempuan selainnya dengan kekuasaan umumnya. 


14 Sulaiman al-Bujairami, al-Tajrid Ii Naf' al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), Jilid 
INI, h. 337. | 

15 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Oarib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 
IL, h. 104. 
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423. Perempuan Di Masa Iddah Naik Haji 


A. Diskripsi Masalah 
Seorang perempuan sedang menjalani “iddah karena ditinggal mati 
suaminya. Sementara itu secara ekonomis mampu melaksanakan ibadah 
haji dan secara akomodatif sudah mendaftarkan diri naik haji. 
B. Pertanyaan 
Apakah wanita dalam 'iddah boleh menunaikan ibadah haji? 
C. Jawaban 
Wanita dalam masa 'iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan 
ibadah haji, kecuali sebab udzur syar'i seperti: 
a. Kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya. 
b. Ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke 
tahun depan tidak menguntungkan. 
c. Haji tahun tersebut dinadzarkan. 
Selain itu didapat gaul yang membolehkan tanpa syarat. 
Dasar Pengambilan Hukum 
1. Hasyiyah al-Bajuri ala Fath al-Oarib!s 


25 Ad Ian tail es ya 
GAB ak ad Jose le wap s3 
&33 


rd 


FO Et 25 SI Wiko CI IG SAN CITA Ip aa 
SA A35 ASI ea, pit keatas 92 21 


Ya memang begitu, namun seorang wanita boleh keluar rumah untuk 
menunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum 
kematian suami atau terjadinya perceraian, meski tanpa seizinnya dan 
tidak khawatir ketinggalan. Sedangkan jika ia berihram setelah kematian 
suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa 
'iddah meski nyata-nyata ketinggalan (haji atau umrah). Jika ia sudah 
melewati masa 'iddah, maka ia harus menyempurnakan kembali hajinya 
atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah 
habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umrah dan wajib menggadha 
dan membayar dam atas ketertinggalannya. 

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj'? 


Pe 


16 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Oarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. 
th.), Jilid II, h. 177. 
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SIS Ob AP AA IN G8) 33 Ia Gas PA INN) 
JS a1I (& 2 Ls C3) ai (3 tah kake (215, 54) WK pam 
AG AN pS SA ata Y Tita AAN 3E Gi 3 Ge) 
dl SA NE LS Jia JI PA Ja EA Para CERY 
32 To 0... 2 on. IB2e) 
IRI Ip ai IS HI Ah - Kn saia Jaan 
WES 
Atau bila suami mengizinkan istrinya pergi haji, umrah, berdagang, 
mencari halal suatu kezaliman dan semisalnya mengembalikan budak 
yang minggat dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhannya, lalu ia 
wajib 'iddah di tengah perjalanannya, maka ia boleh kembali ke tempat 
semula dan melanjutkan perjalanan. Sebab dalam mengurungkan perginya 
itu terdapat masyagah (beban), terutama bila sudah jauh dari daerahnya 
dan khawatir terputus dari rombongannya. Akan tetapi, yang lebih afdhal 
adalah pulang dan kembali ke rumah semula, serta menjalani 'iddahnya, 
seperti kutipan al-Nawawi dan al-Rafi'i dari Syaikh Abu Hamid. Dan 
dalam perjalanannya ia menjalani sudah menjalani “iddah. Dengan kata 
35, mengecualikan kasus bila “iddah wajib dijalankan sebelum keluar dari 
rumah, maka ia tidak boleh keluar rumah tanpa khilaftyah ulama. 
3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah ie Las al-Minhaj!8 
SE Ip SE BI ah aan Ia NI 
en SAN SE Sah SAN Pa Hah , “aga ata IS 5 : ra! 
Aa KE USN GAGIES 
SD Is Bp) Yy SAN SA Aa Pd aa at KA Cap ifa maa UP. y0 


LA Kal ERA B3 SEN 3 ara ID dai NAN SA F3 


SAS, AGAN Gp aa At JS SE 3, BAE Ya 
(Sub Masalah) Bila seorang wanita berihram haji atau giran (haji dan umrah 


7 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 404-405. 

18 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughmi al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 405. 
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secara serentak) izin suami, atau tanpa izin, lalu suami mencerainya 
atau meninggal dunia, maka jika wanita itu khawatir ketinggalan haji 
seperti sempitnya waktu, maka ia harus keluar berhaji dengan sambil 
menjalani 'iddah, karena lebih dahulu ihramnya. Jika tidak khawatir 
ketinggalan haji mengingat waktunya masih luas, maka ia boleh keluar 
untuk berhaji. Dan jika wanita itu berihram setelah suami mencerainya 
atau ia mati dengan mengizinkan istrinya berihram sebelum mencerainya, 
atau ia ihram haji, umrah atau keduanya tanpa seizin suami, maka wanita 
itu tidak boleh keluar, baik khawatir ketinggalan waktu berhaji atau tidak, 
karena batalnya izin suami sebelum ihram dengan adanya perceraian 
atau kematian pada kasus pertama, dan tidak adanya izin suami pada 
kasus kedua. Jika 'iddah selesai, maka ia boleh menyempurnakan haji atau 
umrah jika waktunya masih. Jika tidak, maka ia bertahallul dengan ritual 
urnrah, harus menggadha dan membayar dam ketertinggalan hajinya. 

4. Hawasyi al-' Abbadi!? 


80 Le Kak z- 23 Son fe 2. TN 3 oa te 
SAB HE 3 oh 33 BEI I Uh GE (UNI ito Japas, 253) 

« £ 2 La —at 2 gx. .1 Lo0 et. -ar ?.. 
ka Ia SP J3 Ie VI GS Eat SA UI GL dis 


(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: “Dan segera menunaikan haji Islam”), 
dengan ungkapan itu mengecualikan kasus bila wanita yang sedang 
'iddah itu telah menadzarinya dalam waktu tertentu, atau seorang dokter 
adil memberitahu padanya, bahwa bila ia menunda hajinya maka ia akan 
menderita lumpuh, maka ia harus menunaikan haji islam -wajib- itu 
dalam kondisi seperti ini. Bahkan pergi hajinya itu lebih penting dari 
pada keluarnya untuk memenuhi hajat yang penjelasannya telah lewat. 
5. Takmilah al-Majmu 2 
IP Ob SEN 2 TEKI LA HA 3 3 SK ES Eh 

xa “3... Ka 02 yr 2 ng 3 315 »212 Lahat DNA AT ati 
ia 03 KS OM penya 3 SALON PUG Gal G0 AS GI 
EA ES A3 Sa MEA EA Ih» SRS EK UE 
AE Ga CN BUKU ca 

Jika wanita bepergian dan suaminya meninggal dunia ketika si istri 
19 Ibn Oasim al-Abbadi, Hawasyai al- Abbadi pada Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar Ihya' al- 


Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VIII, h. 264. 
20 Bakhit al-Muthi'i, Takrnilah al-Majmu', (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid VII, h. 172-173. 
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masih dalam perjalanan, maka ia harus kembali ke rumah jika belum 
meninggalkan bangunan (batas daerah). Jika ia sudah meninggalkan 
bangunan tersebut, maka ia boleh memilih antara kembali lagi ke rumah 
atau melanjutkan perjalanan, karena ia telah berada di suatu posisi yang 
telah diizinkan, yaitu perjalanan tersebut. Maka kasus itu serupa dengan 
seandainya ia telah berada di tempat yang jauh ... seandainya ia telah 
ihram haji setelah kematian suaminya, dan khawatir ketinggalan haji, 
maka ia boleh melanjutkannya karena masyagah dalam ihramnya. 


6. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab?! 
KIEA Ip IE HE 3 BS KIE Gb (psk SBL II) 
| » ap 3 LA) Dip AS ker Yi gl 53 
PETI GA 3 LE ES ob 3 a05) 
BB AE AL SI Uji JUN 3 G7 WE SES Jas A3 JP 
al Ap Ji SAN JG3 PAN SALE 53 GE JEJAK 

(Atau bepergian dengan izin suami) untuk keperluan dirinya atau 
keperluan suami, seperti haji, umrah, berdagang, mencari halal suatu 
kezaliman dan mengembalikan budak yang minggat, atau bukan untuk 
keperluan diri dan suaminya, seperti piknik dan ziarah, maka 'iddahnya 
wajib di perjalanan ... 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “maka wajib 'iddah di tengah 
perjalanan. ...”) beliau diam dari kasus bila 'iddahnya wajib sebelum 
bepergian. Dalam kitab Raudh al-Thalib terdapat redaksi: “Maka ia tidak 
boleh bepergian.” Dalam Syarhnya -Asna al-Mathalib-, Syaikh Zakaria 
bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari berkata: “Menurut satu pendapat 
ia boleh memilih (melanjutkan atau kembali ke rumah). Sebab, ia akan 
mengalami kerugian dalam pembatalan perjalanannya. Berbeda dengan 
perjalanan pindah rumah, sebab ongkosnya menjadi tanggungan suami. 
Al-Rafi'i berkata: “Itu merupakan makna lahiriah nash Imam Syafi'i.” 
Dan al-Bulgini berkata: “Bahkan nash sharih.” 


424. Puasa Hari "Arafah 
A. Diskripsi Masalah | 
Waktu di Indonesia lebih cepat kira-kira 4 - 5 jam dari waktu Saudi 


2 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al- 
Wahhab, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IT, h. 464-465. 
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Arabia. Dengan demikian, waktu sahur atau buka puasa bagi muslimin 
di Indonesia lebih cepat kira-kira 4 -5 jam. 
B. Pertanyaan 

Puasa sunnah hari “Arafah bagi kaum muslimin yang tidak sedang 
melakukan ibadah haji, apakah karena peristiwa wuguf ataukah karena 
kalender hari “Arafah? 


C. Jawaban 


Puasa yang dilakukan adalah karena yaumu “Arafah yaitu pada 
tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan kalender negara setempat yang 
berdasarkan rukyat. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 
1. Fath al-Wahhab2 


pi K3 pan Moe ella AA TE AG AE IE en ro Ga 


Pada hari Arafah disunahkan berpuasa, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah 
bagi selain orang yang sedang melaksanakan haji. Karena hadits riwayat 
Muslim: “Puasa pada hari Arafah bisa menghapus (dosa) setahun yaitu tahun 
yang sebelum dan sesudahnya." 


2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab? 
A3 AAN A35 ME Sako Ap Jp Ula JGA JSI Mall A3 AI NE A35 


KA : At 3 5 Bie 51.1 sen SE ad Ia 3 Ao Ie, 213 8 z3 
“. 8 ..i- a.n. Id 5 . 2. o£ -.. 23 Sx 29r PNP 28 3 23 0 
GEN Al) 33 A53 Saka 3 oa Ga pa GAP alel Haa pa 


4 


BIA SA 2 Kiig oi pa 2155 IN Sl SA ME Sh P3 133 
BSE deng A3 BE 3 JAS Ga Sl 3 Ka UKS 

Para ulama sungguh telah berkata: “Hari raya fitri itu bukan berarti 
awal Syawwal secara mutlak, (namun) adalah hari di mana orang-orang 
sudah tidak berpuasa lagi, demikian halnya hari nahr adalah hari orang- 
orang menyembelih kurban, dan begitu pula hari Arafah adalah hari 
yang menurut orang-orang tampak sebagai hari Arafah, meski tangal 9 


2 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IL, h. 145. 
23 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: 
al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid U, h. 460. 
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dan 10 Dzul Hijjah, mengingat hadits: “Berbuka (tidak puasa lagi) yaitu 
hari orang-orang tidak berpuasa dan Idul Adha adalah hari orang-orang 
menyembelih kurban.” HR. Tirmidzi, dan ia shahihkan. Dalam riwayat 
Imam Syafi'i ada hadits: “Hari Arafah adalah hari yang telah dimaklumi 
oleh orang-orang.” 

Barang siapa melihat hilal sendirian atau bersama orang lain dan ia 
bersaksi dengannya, lalu kesaksiannya itu ditolak, maka ia harus wuguf 
sebelum orang-orang, tidak boleh wukuf bersama mereka, dan fugufnya 
mencukupi (sebagai rukun haji). Sebab yang menjadi pedoman perihal 
waktu masuk dan keluarnya hari Arafahadalah keyakinannya sendiri. 

3. Fath al-Mu' m4 


BA AN A25 NE (BB es BSE (33) 


KEBA G3 aa ja lih FE BS ak 

Disunahkan dengan sunnah muakkad berpuasa hari Arafah bagi selain 

orang yang haji, karena puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun 

yang sedang dijalaninya dan setahun sesudahnya. Seperti dalam hadits 
riwayat Muslim. Hari Arafah adalah tanggal sembilan Dzulhijjah. 


425. Budi Daya Jangkrik 

A. Diskripsi Masalah 

Di zaman modem sekarang ini, perkembangan IPTEK semakin pesat. 
Di antara perkembangan tersebut adalah membudidayakan jangkrik 
untuk berbagai keperluan. 
B. Pertanyaan 
a. Bagaimana hukum budidaya jangkrik? 
b. Bagaimana hukum jual beli jangkrik? 
C. Jawaban 
a. Budidaya jangkrik hukumnya boleh. 
D. Dasar Pengambilan Hukum 
1. Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah ?5 


NE La. “2 PT 2.0 KT 23 P3 ci 

IPS ooreai BA SG su Pn 3 bale PS Edi 

4 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. 
th.), h. 170. 


2 Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid I, h. 382. 
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' PAI IN Tie BDG YAA G: Ia, sat Ih (ST sesi yui lal, 


maa madzhab Malikiyah - Tidak terdapat pertentangan di antara 
mereka tentang keharaman memakan barang berbahaya. Maka tidak 
boleh makan serangga yang membahayakan, dengan (hanya terdapat) 
satu pendapat. Sedangkan jika suatu kaum sudah terbiasa memakannya, 
tidak membahayakan mereka, dan mereka menerimanya, maka menurut 
pendapat masyhur ulama Malikiyah maka serangga yang membahayakan 
itu tidak haram. 
2. Al-Majmu' Syarh. al-Muhadzdzab?s 
la (233) dala kt At UAS ea 2 Naa al uh 
3 ai K3 del Y J3 Ie A3 ISS SIG J3 ae Mobas & sda 

TI aa Gn ON Kn es UP 

Adapun jangkrik itu haram menurut ashshah al-wajhain (pendapat 
yang paling shahih dari dua pendapat ashhab) seperti kumbang. Dan 
Allah, Maha Suci Dia, adalah Dzat Yang Maha Mengetahui. (Cabang 
Kasus) Tentang mazhab-mazhab ulama perihal serangga ... Inam Malik 
berkata: “Serangga itu halal, karena firman Allah Swt.: “Katakanlah! 
“Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali jika makanan itu 
bangkai, ...” (OS. al-An'am: 145) 
3. Al-Mughni? | 


MA EL ANE Pb Ina SAN Sid, 
Dan kami (madzhab Hanabilah), memiliki pendapat bahwa ulat itu 
adalah hewan suci dan boleh membudidayakannya untuk memiliki 
barang yang keluar darinya, sama seperti binatang ternak. 
Jawaban 
b. Hukum jual beli jangkrik khilaf: 
1) Madzhab Maliki dan Mazhab Hanafi mensahkan hukum jual belinya. 
2) Menurut ashah al-wajhain dari mazhab Syafi'i, hukumnya haram. 
Dasar Pengambilan Hukum 
1. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh?8 


2 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid XI, h. 16. 
27 Abdullah bin Ahmad al-Magdisi, al-Mughni, (Mesir: Hijr, 1992), Jilid IX, h. 391. 
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s0. 


di ahkie BAG mg KEL SK BI oU ABS ah SE 
- - - e: 18. 
9 35 d0. 3 ya 


o? z8 La ena EK EU giaa 1 c.. as. 2 
JAR OLS RE EL MEN SY LA A5 OB EYE KU 
Irfan a KA PN au DS ISS 


Dan sah jual beli hewan serangga dan binatang melata, seperti ular 
dan kalajengking jika bisa dimanfaatkan. ... Dan parameternya menurut 
mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat 
itu halal menurut syara”. Maka boleh menjualbelikannya. Sebab, semua 
makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia, 
dengan dalil firman Allah Swt.: “Dialah, yang menjadikan segala yang ada 
di bumi untuk kamu ..." (OS. al-Bagarah: 29) 


2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab?? 


.. so. 3 ge. 


(PES 3 Taat IG) 3 (TB) SE) 


30. 2 gx 


ape dal ag EN GE Oh san MEI TU Aa ai DG (0 AA) 
23 As Up 3 5S Bal UI AN jae Yak GS #3ge 

(Dan yang kedua dari syarat barang sah diperjualbelikan adalah 
bermanfaat), ... (maka tidak sah jual beli serangga). 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Bermanfaat.”) ... Maka tidak 
sah menjualbelikan barang yang tidak bermanfaat secara tersendiri, 
meski bisa dimanfaatkan dengan dirangkai pada parang lain seperti 
akan dijelaskan dalam contoh dua biji gandum. Sebab, tidak adanya 
manfaat suatu barang itu adakalanya karena terlalu sedikit, seperti dua 
biji gandum, dan adakalanya karena hinanya, seperti serangga. 

3. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab?? 


ALA yang ol Be ebas ba Uh 
Adapun jangkrik itu haram menurut ashshah al-wajhain (pendapat 
yang paling shahih dari dua pendapat ashhab) seperti kumbang. 


2 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 
Jilid IV, 329 

29 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al- 
Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 24-25. 

30 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid XI, h. 16. 
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426. Jual Beli Ulat, Cacing, Semut Untuk 
Makanan Burung 
A. Diskripsi Masalah 
Di masyarakat terjadi jual beli barang yang diharamkan, dan itu 
terjadi ma'ruf sekarang, benda itu diharamkan, yaitu jual beli ulat, 
cacing, semut, ular makanan burung, bahkan harganya sangat mahal. 
Itu sudah jelas niatnya membeli ulat, semut atau ular, bukan ongkos 
menangkap atau ongkos membungkus barang. 


B. Pertanyaan 


Bagaimana hukum jual beli barang tersebut (ulat, cacing, semut 
dan ular) untuk makanan burung? 


C. Jawaban 


Hukumnya terdapat khilaf (beda pendapat) di kalangan ulama. 
Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina. Dan ada yang 
membolehkannya, karena ada unsur manfaatnya. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 


1. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh 31 

KI d5 HA MIS SUS K3 YEL BA Is Kadi xi 3, 
aU pa AG aye PAS Wi An IP BEI GUY RI 
Ol date BAD, SUS 0 VI ja Gal LAI, ESA ud 


3 


25 


Bgt oto. 0. mata OI, Joo. Gr o 5... a.io 2 
SES ARI ENI SY 113 OB ES JS Taka A3 


- 


Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang 
dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka 
memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan 
kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat 
larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, 
bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli 
binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan.Dan 
parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang 
mengandung manfaat yang halal menurut syara.”, maka boleh menjual- 
belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan 


31 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 
Jilid IV, 181-182. 
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untuk kemanfaatan manusia. | 
2. Al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah 8? 


3 LAS Ag aah OS Dl dh OB sal, SEA A3 A3 oa US$ 


IE AAS SBN ES JE nita Han Eun 

Dan begitu pula sah jualbeli serangga dan binatang melata, seperti 
ular dan kelajengking ketika bermanfaat. Dan parameternya menurut 
mereka (ulama Hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung 
manfaat yang halal menurut syara.', maka boleh menjualbelikannya. 
Sebab, semua benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. 
3. Referensi Lain 

a. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, h. 446. 

b. Al-Tajrid li Naf al- Abid, Juz Ul, h. 78 


427. Lomba Dengan Pemungutan Uang 


A. Pertanyaan 
Lomba dengan menarik uang pendaftaran untuk hadiah, apakah 
termasuk judi? 

B. Jawaban 

Lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk 
hadiah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak 
termasuk judi. 

Solusi yang ditawarkan untuk penyelenggaraan lomba berhadiah: 

a. Uang pendaftaran tidak menjadi hadiah. 

b. Hadiah diperoleh dari sumber lain (sponsor). 

c. Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syari'at seperti 
ketrampilan dalam perang, jalan cepat, memanah, menembak, balap 
kuda dan lain-lain. 

C. Dasar Pengambilan Hukum 

IL Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Oarib 


AI Fa JA ea ha AT ORA Aa amal ah, 


322 Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid I, h. 382. 

33 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. 
th.), Jilid II, h. 310. 
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(33 3 23 
Dan jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara 
bersama, maka lomba itu tidak boleh ... dan hal itu, maksudnya judi 
yang diharamkan adalah semua permainan yang masih simpangsiur 
antara untung dan ruginya. 
2. Is'ad al-Rafig Ha Sulam al-Taufig4 


.. .£ 


LN Sa SN HA AE Ca El 33 OS) 
an an ea ant Pilar ENG pe ja BAN 245 
OI AE, Giaa SS Ol ia IL el EL oke 3 3, Ob. aa 
Lala SAN WE ss 
(Setiap kegiatan yang Bean perjudian) Bentuk judi yang disepakati 
adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang 
dimaksud al-maisir dalam ayat al-Gur'an. (OS. Al-Maidah: 90J. Alasan 
keharamannya adalah masing-masing dari kedua pihak masih simpang 
siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan -atau dikalahkan 
dan mengalami kerugian-. Jika salah satu pemain mengeluarkan haidah 
sendiri untuk diambil darinya bila kalah, dan sebaliknya -tidak diambil- 
bila menang, maka pendapat al-Ashah mengharamkannya pula. 
3. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garibs5 


Sa PI IA 38 AN AI Se BAN AE So Ha B3 13 
Gaun Ni Is AS IA 3 BB gp ga ga 


st agu dk SEN AS da SL ga 


Dan boleh menjanjikan Hadiah dari selain kedua peserta lomba balap 
hewan, seperti penguasa atau pihak lain. Seperti penguasa berkata: “Siapa 
yang menang dari kalian berdua, maka aku akan memberi sekian dari hartaku, 
atau ia memperoleh sekian jumlah dari bait al-mal." Dan seperti pihak lain 
itu berkata: “Siapa yang menang dari kalian berdua, maka ia berhak mendapat 
sekian harta dariku." Karena pernyataan itu merupakan penyerahan harta 
dalam ketaatan. 


34 Muhammad Salim Bafadhal, Is'ad al-Rafig Syarh Sulam al-Taufig, (Indonesia: Dar Ihya al- 
Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz II, h. 102. 

35 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), 
Jilid II, h. 309. 
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4. Minhaj al-Thalibin? 
ae IT JUS e1- 201 8. 3gp 13 at 23 SA 3 
SE SAN Fani AE page IN JA, Ta slh Bu Ls 
Bil EA 3 Bi IE G3 Clay En S3 Plt 
Kitab tentang lomba balap dan lomba membidik. Keduanya sunah 
dan boleh mengambil hadiah dari keduanya. Lomba membidik itu sah 
dengan panah. Begitu pula tombak pendek, tombak, melempar dengan 


batu, manjanig (alat perang pelempar batu jaman kuno), dan semua yang 
bermanfaat dalam peperangan menurut madzhab Syafi'iyah. 


428. Hak Atas Tanah 


A. Diskripsi Masalah 

Si A telah bertahun-tahun, bahkan turun temurun menempati tanah 
negara. Belakangan datang si B kepada si A dan memintanya untuk 
mengosongkan tanah tersebut, karena permohonan pada pemerintah 
untuk memiliki tanah tersebut dikabulkan. Untuk meyakinkan si A, si B 
memperlihatkann bukti kepemilikan tanah yang sah. 
B. Pertanyaan 

Manakah yang berhak atas tanah tersebut? 


C. Jawaban 


Yang lebih berhak atas tanah tersebut adalah orang yang lebih dulu 
menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 
1. Bughyah al-Mustarsyidin? 

SAS au Aa ra AA Br (2 0 53) 
AA II ana ta Gi Ob dahi pe Ga lesaas IE IL en si, PN 
palke JET js dia 2 IE 2 G3 SI SIN ata #NI SL 


35 


BP ES Ia 3 Fi Ae SINI Kl 5 BA NE S5 Oh 


36 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah 
Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 311. 

3 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Bandung: 
Syirkah Nur Asia, t. th.), h.289. 
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BEI SERI yi TE NT bk Pe ag pe 


(Kasus dari Syaikh Abdullah bin al-Husain bin Abdillah Bafagih 
dan Syaikh Muhammad bin Abi Bakr al-Ayskhar al-Yamani). Bila 
seseorang membuka sebidang lahan dan telah menguasainya selama 
bertahun-tahun, lalu ada orang lain yang mengklaim seluruh lahan — 
adalah miliknya- dan al-muhyi (orang yang membuka lahan itu) 
menguasai sebagian lahan miliknya tanpa hak, maka bila ia bisa 
mengajukan bukti sejarah pembukaan lahan yang menyatakan bahwa 
lahan dan termasuk yang diklaim adalah miliknya, yang ia warisi 
dari nenek moyangnya misalnya, dan bukan termasuk lahan bebas, 
bahkan terdapat tanda-tanda pernah dikelola serta penguasaannya 
atas lahan itu tidak diperselisihkan, atau si terdakwa mengakuinya 
atau menolak bersumpah lalu si pendakwa mau bersumpah dengan 
sumpah al-mardudah (yang diberikan kepadanya setelah si terdakwa 
menolak bersumpah), maka menjadi jelas bahwa penguasaan si al- 
muhyi adalah suatu kecerobohan, namun ia tidak berdosa karena 
udzur (atas ketidaktahuannya). .. 

Namun jika terbukti bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, 
maka si al-muhyi berhak memiliknya, karena ia telah menguasainya. 


2. BI aga 


Ia 


af 86 0 Paha Pura ig 1 m 1 Sa 5 13 283 Rena 
AG AN OA Bs daan an AAN SI La 2 TA 
1 2 ana 2 jkas Ip 25ng Ar PRADA Sail IS B5 are IS 35 


5 


AS AI, Bari Ea ajaa mapan hap Akal 
58 AN SUN BII Sa pia UI Op V3 J3 II sal Vi 


38 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Bandung: 
Syirkah Nur Asia, t. th.), h.167. 

3 Mungkin maksudnya adalah kata j4 (Jawa), seperti dalam redaksi kasus lain dari 
Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya dalam bab al-Aman wa al-Hudnah wa al- 
Jizyah. Lihat, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, 
(Indonesia: al-Haramain, t. th.), h.254. 
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Lane IN Sa JAN al 
— (Kasus dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya) Seluruh 
tanah dihukumi sebagai tanah Islam karena pernah dikuasai umat Islam 
pada awalnya, meski kemudian sesudah itu dikuasai non muslim, dan 
mereka melarang umat Islam tinggal di situ. Seperti halnya mayoritas 
tanah di pulau Jawa yang hukumnya masih berhukum lahan bebas. 
Maka ketika tanah itu dibuka oleh seorang muslim, bukan selainnya 
meski non muslim dzimmi, yang diizini oleh penguasa, maka ia berhak 
memilikinya. Baik tanah itu diketahui belum pernah dibuka sama sekali, 
atau diragukan dan tidak terdapat bekas-bekas pengelolaannya. Dan 
begitu pula bila seorang non muslim membuka lahan tersebut sebelum 
dikuasai oleh umat Islam, atau setelahnya dan belum pernah dimiliki 
oleh seorang muslim sebelum dikelola non muslim itu, atau setelah dikelola, 
seperti ketika pengelolaannya diragukan, apakah bersifat Islam atau 
bersifat Jahiliyah, dan belum pernah dimiliki siapa pun. Bila tidak, maka 
tanah itu menjadi milik orang yang menguasainya, meski non muslim, 
meski kita hukumi ketidakabsahan pembukaan lahan itu olehnya karena 
Jawa merupakan wilayah Islam. Sebab, penguasaan lahan merupakan 
tanda hak milik, dan hukum asalnya adalah dilakukan dengan cara yang 
benar, kecuali ada yang merusaknya. 


3. Fath al-Mu'in? 


z 


eng ka se drama se Antara 


. mr 


II da pe Bp dal II ena av la 
GA AS me Ye aldi Sa Kiat ya 


Maka bila seorang saksi bersaksi bagi salah satu dari dua pihak yang 
berseteru dalam barang yang sedang mereka kuasai, atau dikuasai pihak 
ketiga, atau tidak dia dikuasai siapa pun, tentang hak milik mulai dari 
setahun lalu sampai sekarang, dan saksi lain bersaksi bagi satu pihak 
berseteru lainnya, tentang hak milik pada barang itu semenjak lebih dari 
setahun lalu, seperti dua tahun lalu sampai sekarang, maka diunggulkan 
saksi pihak yang waktu hak miliknya lebih lama. Sebab saksi itu menetapkan 
kepemilikan pada waktu yang tidak ditentang pihak lainnya itu. 

4. Hasyiyah al-'Tbn Oasim al-' Abbadit! 


40 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.), h. 413. 
41 Ibn Kasim al-Ubbadi, Hasyiyah al-'Ubbadi pada Hawasyai al-Syarwani wa al-Ubbadi, 
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Je CELL 31 WAE 3 ABS 53 SU BIAN S3 ap J3 (Ot) 
Ob ep HI SI adl Jl lag 3D ES YAA kanan Ea 
GARANSI WA Gan MSN Sia Bl 5 SAN dai 

MAA AA Na IYA ia ehh ah 

(Kasus), seseorang menguasai suatu razgah (bagian harta dari bait al- 
mal yang diberikan penguasa pada orang tertentu seperti gadhi, mufti, 
muadzin dan semisalnya) yang ia beli, lalu ia mati. Kemudian seseorang 
menguasainya dengan perintah penguasa. Maka, apakah ahli waris boleh 
menggugatnya? 

Jawab: “Bila razgah sampai pada penjual pertama dengan cara syar'i, 
yakni penguasa memberikan razgah itu kepadanya pada saat razgah itu 
berupa lahan bebas, maka penjual itu memilikinya. Maka ia sah menjualnya 
dan pembeli bisa memiliki darinya. Bila si pembeli mati, maka razgah itu 
menjadi milik ahli warisnya, dan orang lain tidak boleh menguasainya 
dengan perintah penguasa atau selainnya. 

5. Referensi Lain 
a. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, Juz III, h. 199. 


429. Anggota DPR/MPR Beragama Non Islam 


A. Pertanyaan 


Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan 
kepada orang non Islam? 


B. Jawaban 
Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada 
orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu: 

a. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam 
secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan. 

b. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk 
menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan 
khianat. 

c. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata 
membawa manfaat. 


(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IX, h. 328. 
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Catatan: Orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahl 
al-dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif. 


C. Dasar Pengambilan Hukum 
1. Al-Ouran Al-Karim 


(WA FAN) Sa Gaia Je 3 AI JaZ 333 
“Dan Allah Swt. sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir 
untuk memusnahkan orang-orang beriman.” (OS. al-Nisa': 141) 


2. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syarwani'"? 
SN AS ol II Ap te 3) 
Pe OA SA te —B | DS 24 P2 SA OA Y, Ka J3) 
an PEN Neta Ts HAN BIA JUN Iya 
Hara ate SIN si 


(Dan tidak diperbolehkan meminta bantuan orang kafir dalam 
memerangi bughat -pemberontak-), baik kafir dzimmi atau yang lainnya, 
kecuali kita diharuskan begitu. 

(Pernyataan kitab matn -Minhaj al-Thalibin-, “Dan tidak diperbolehkan 
...”), maksudnya hal tersebut haram, demikian pendapat Ibn Oasim al- 
'Abbadi. Sementara teks kitab Mughni al-Muhtaj dan Nihayah al-Muhtaj 
adalah, “Peringatan. Menurut zhahir pendapat para ulama, meminta 
bantuan orang kafir itu tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan 
darurat. Namun, Abu Sa'id al-Mutawalli dalam kitab al-Tatimmah terang- 
terangan menjelaskan kebolehan meminta bantuan orang non muslim 
dalam keadaan darurat. 


3. Hawasyi 2 
2 KE ae 53 Lg Pb 3 Vas api KELAI EI Open 


ed 


Ip baka gua hnya KP ian DS B3 3 Eat aan Sad 


( DAA Ken KAA NY KE kal 5 Sa EU gag Ang 
Jika suatu kepentingan mengharuskan penyerahan sesuatu yang tidak 


2 Ibn Hajar al-Haitami dan Abdul Hamid al-Syirwani, Tuhfah al-Muhtaj dan Hasyiyah al- 
Syirwani pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th), 
Jilid DX, h. 72-72. 

13 Abdul Hamid al-Syirwani, Haunsyi al-Syirwani pada Hawasyai al-Syarwani wa al- Ubbadi, 
(Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz DX, h. 73. 


580 Ahkamul Fugaha 


bisa dilaksanakan oleh orang lain dari kalangan umat Islam atau tampak 
adanya pengkhianatan pada si pelaksana dari kalangan umat Islam dan 
aman berada di kafir dzimmi, maka boleh menyerahkannya padanya 
karena darurat. Namun demikian, bagi pihak yang menyerahkan, harus 
ada pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu mencegahnya 
dari adanya gangguan terhadap siapapun dari kalangan umat Islam. 
4. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah ai Denyunen 

Gak SE MU 11 PAN Ga age Ie 983 Y5) 


B3 (INA) 
(Dan tidak diperbolehkan meminta bantuan orang kafir dalam memerangi 
bughat -pemberontak-), karena haram menguasakan orang kafir terhadap 
umat Islam. 
(Pernyataan Imam Nawawi: “Dan tidak diperbolehkan meminta.”) 
Maka meminta bantuan kepada orang kafir itu hukumnya haram, kecuali 
karena darurat. | 


5. Al-Ahkam al-Sulthaniyah 
AN asa as LAGU Ja in ab SB ata Je Bh 


sg 13 belah, sia Pb raga AI ra Uya 
Pn ena mera aan 
dan wuzarah tanfidz (kementerian pelaksana). Adapun wuzarah tafwid 
adalah bila seorang penguasa tertinggi negara mengangkat seorang 
menteri yang bertugas menggantikan dirinya dalam mengatur segala | 
urusan sesuai dengan pertimbangannya sendiri dan melaksanakan 
semaksialnya. 
6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah 


Si IE den 3 YEN SN Jl Ea EN ES BELU 


Sedangkan wuzarah tanfidz, maka kekuasaannya lebih lemah dan 
persyaratannya lebih sedikit karena pertimbangannya terbatas pada 
pendapat imam dan pengaturannya. 


4 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata 
@ulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th), Jilid IV, h. 156. 

45 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 22. 

46 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 25. 
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REKOMENDASI KOMISI 


BAHTSUL MASAIL AL-DINIYAH AL-WAOI YAH 


1 


» 


“Mendesak Pemerintah cg. Departemen Pendidikan Nasional dan 


Departemen Agama agar sekolah diliburkan selama bulan puasa. 
Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Departemen 
Agama RI, serta Mahkamah Agung agar meninjau kembali Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991). 

Hukum dan Perundang-undangan RI agar mempertimbangkan 
hukum agama Islam dalam menjatuhkan pidana atas pelaksanaan 
muhakkam dalam perkawinan tanpa wali kerabat. . 


Korpri pada unit-unit instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan 


gaji PNS terkait dengan zakat/zakat fitrah. 

Departemen Agama agar menfasilitasi terbentuknya majlis fatwa 

yang on line, mudah terjangkau masyarakat luas dan terkoordinasi 

dengan baik. | 

Lajnah Bahtsul Masail PBNU supaya menyelenggarakan Bahtsul 

Masail tingkat Nasional setiap tahun sekali, utamanya diselenggarakan 

di wilayah-wilayah luar Jawa. 

Departemen Agama RI agar menjelaskan kembali tentang peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut hukum-hukum agama Islam 

seperti keabsahan talak di luar Peradilan Agama. 

Pelayanan/penyelenggaraan ibadah haji. 

Hendaknya PBNU menghubungi Pemerintah RI cg. DEPAG RI untuk: 

a. Mengadakan perbaikan/peningkatan mutu SDM petugas haji 
(TPHI, TPIH dan TPHD). 

b. Meniadakan pemotongan atas ONH bila calon jamaah haji terpaksa 
menunda ibadah haji sampai tahun berikutnya. 

c. 'Membenarkan tanazul apabila jamaah haji wanita belum dapat 
melaksanakan thawaf ifadhah berhubung dengan menstruasi. 

d. Menjelaskan kepada jamaah haji bahwa tayamum di pesawat 
tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata-mata 
untuk menghormati waktu (lihurmah al-wagti). Sesudah sampai 
di bandara King Abdul Aziz, shalatnya wajib diulangi (“adah) 
menurut Imam Syafi'i. Sebab ketiadaan air itu merupakan 
halangan yang jarang terjadi. Sedang sesuatu yang jarang terjadi 
itu seperti tidak ada. Maka kewajiban mengulangi shalat tanpa 
wudhu itu tidak gugur. 

e. Memberikan kesempatan kepada jamaah haji gelombang kedua 


Ahkamul Fugaha 


yang menjadikan Yalamlam sebagai Migat Makaninya. Oleh sebab 
itu, jamaah haji supaya memakai pakaian ihram sebelum sampai 
di migat (Yalamlam) tanpa niat ihram, dan kalau pesawat akan 
memasuki kawasan Yalamlam, baru melakukan niat ihram. 

f. 'Mengupayakan agar Pemerintah Saudi Arabia memberi kesempatan 
kepada jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang menjadikan: 
bandara King Abdul Aziz sebagai migat makantnya, untuk melakukan 
niat ihram dari sana. 

g. Melempar jumrah pada hari-hari Tasyrig dilakukan setelah 
tergelincir matahari. Namun:-bagi yang punya keperluan /hajat 
yang sangat mendesak diperbolehkan melempar sebelum 
tergelincir matahari, dengan ketentuan keluar dari Mina 
dan dilakukan sesudah tergelincir matahari. 


Ditetapkan di: Kediri 
Pada tanggal : 16 Sya'ban 1420 H/24 Nopember 1999 


MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX 


PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH 
AL-WAOTTYYAH 
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KH. M. Irfan Zidny, MA. KH. A. Aziz Masyhuri 
Ketua Sekretaris 
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